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ABSTRAK 

 

(A) Judul Tesis : 

Pencabutan Hak Politik Menduduki Jabatan Publik 

Terpidana   Tindak Pidana Korupsi (Studi Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi) 

(B)  Nama Mahasiswi  : Marlina Samosir  

(C) Nim   : 207191003 

(D)  Kata kunci  : Jabatan Publik, Pencabutan Hak Politik.  

(E)  Isi Abstrak   : 

“Korupsi merupakan suatu kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) 

yang talah membawa bencana bagi kehidupan Perekonomian Nasional, 

khusus-nya bagi bangsa Indonesia sehingga untuk mengungkap kejahatan 

tersebut tidak lagi dilakukan dengan penegakan biasa, akan tetapi dilakukan 

dengan luar biasa. Salah satu pelaku tindak pidana korupsi adalah seorang 

pejabat sehingga tindak pidana korupsi disebut juga sebagai white collar 

crime. Pejabat mempunyai peran yang sangat strategis untuk melakukan 

tindak pidana korupsi lewat wewenang dan jabatan yang melekat oleh sebab 

itu diperlukan strategi dan teknik tertentu untuk memberantas tindak pidana 

korupsi pada ligkungan pejabat publik, yakni dengan tindakan represif yang 

diantara-nya adalah pemberian hukuman berat memiskinkan pelaku tindak 

pidana korupsi dan pemberian pidana tambahan berupa pencabutan hak 

menduduki jabatan publik. namun ketentuan pencabutan hak menduduki 

jabatan publik dan hak politik terpidana tindak pidana korupsi menuai 

kontroversi mengingat disatu sisi untuk bagaimana memberi efek jera bagi 

pelaku  korupsi, tetapi disisi lain ada yang yang menganggap bertentangan 

dengan hak asasi manusia jika hak politik dicabut, namun mengabaikan hak-

hak orang banyak oleh karena itu dalam pencabutan hak politik menduduki 

jabatan publik terutama lama pencabutan hak politik urgensi di 

Implementasikan dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 juncto undang-

undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi 

agar menjadi kepastian hukum bagi penegak hukum dalam memutus 

pencabutan hak serta memberi efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi.



 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


